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BUPATI TANA TORAJA

PENGUMUMAN
Nomor : 810 - 2F3 /BKPSDM/VIII/2024

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024,
dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan menerima Calon Pegawai
Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

L

I

ALOKASI FORMASI

Jumlah Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja Tahun Anggaran 2024 sebanyak 433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) orang,
dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan 255 (dua ratus lima puluh lima) orang

2. Tenaga Teknis 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang

Rincian formasi dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam lampiran
pengumuman ini.

PERSYARATAN PELAMARAN
A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;

2. Usia paling rendah umur 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh
lima) tahun pada saat melamar. Khusus untuk jabatan dokter spesialis usia paling
tinggi 40 (empat puluh) tahun;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;
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Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam
1 (satu) periode tahun anggaran;

Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten
Tana Toraja sesuai formasi.

. Persyaratan Khusus

1.

Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ljazah dan Tranksrip Nilai (bukan
berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pelamar minimal 2,70 dan untuk SMA Sederajat
nilai Ujian Sekolah Rata-rata minimal 6,0 (untuk nilai 1 digit), 60,00 (untuk nilai 2
digit), atau predikat Cukup (yang menggunakan predikat);
Pelamar pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda
Registrasi (STR) sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024, wajib
melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship sesuai jabatan yang
dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan
tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
Pelamar pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan merujuk ke Kualifikasi Pendidikan
pada Surat Edaran Nomor : PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 Tentang
Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
Tidak akan mengajukan pindah dari perangkat daerah atau UPT yang dilamar
minimal 10 tahun;
Tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah minimal 10 tahun sejak diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Bagi peserta yang ingin melamar pada Jabatan tertentu sesuai Nomor Urut pada
Lampiran Formasi, Wajib mengikuti persyaratan tambahan yang ditentukan,
sebagai berikut :
Nomor Urut :20-23
Jabatan : Operator Layanan Kesehatan
Persyaratan Tambahan

1. Memiliki minimal SIM B1

2. Handal dalam mengoperasikan kendaraan 4x4 pada medan yang berat

3. Siap Standby 24 Jam

Nomor Urut 25
Jabatan : Pemadam Kebakaran Pemula
Persyaratan Tambahan

1. Berbadan Sehat



2. Tinggi Badan bagi Pelamar Laki-laki minimal 160 cm dan bagi pelamar
Wanita minimal 155 cm dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari
Fasilitas Kesehatan Instansi Pemerintah yang terkait.

Memiliki berat badan yang proporsional

Siap Standby 24 Jam

Tidak buta warna

Mampu bekerjasama dalam Tim

Melampirkan foto satu badan yang diunggah melalui google form :
https://bit.ly/syaratcpnstator2024

8. Tidak takut ketinggian, kedalaman air, binatang serta asap/api
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Nomor Urut 26 - 27
Jabatan ;
a. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman
b. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli

Pertama
Persyaratan Tambahan : Memiliki minimal Sim A atau C
Nomor Urut 134 -40
Jabatan ;
a. Pengantar Kerja Ahli Pertama
b. Pengawas Jaringan Utilitas
c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Persyaratan Tambahan : Memiliki minimal Sim A atau C
Nomor Urut 1)
Jabatan : Petugas Operasi dan Pemeliharaan

Persyaratan Tambahan
1. Memiliki minimal SIM B1, yang diunggah melalui google form :
https://bit.ly/syaratcpnstator2024
2. Handal dalam mengoperasikan kendaraan 4x4 pada medan yang berat

Nomor Urut : 50 — 54, 56 — 95, 97 — 102, 104 — 107, 110 — 115,
117,119 - 122 dan 126 - 127
Jabatan ;
a. Petugas Operasi dan Pemeliharaan
b. Pranata Komputer Terampil
Persyaratan Tambahan
1. Siap tinggal di wilayah Kerja
2. Mahir menggunakan aplikasi microsoft office khususnya Excel (Spreadsheet)
3. Untuk Jabatan Petugas Operasi dan Pemeliharaan, pendidikan SMK Bidang
Teknologi dan Informatika
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Nomor Urut 128
Jabatan : Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil
Persyaratan Tambahan : Siap kerja di wilayah bencana / rawan bencana

Untuk Formasi Dokter :
1. Dokter Resident boleh mendaftar dengan memilih Formasi Dokter Ahli
Pertama pada UPT RSUD Lakipadada.

8. Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas :

a) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah /
puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dalam surat
keterangan tercantum bahwa yang bersangkutan layak dan mampu untuk
melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai jabatan yang dilamar;

b) Wajib mengirimkan video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan
aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Video singkat tersebut dapat
dikirim melalui google form : https://bit.ly/syaratcpnstator2024

I11. JENIS FORMASI
A. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas
Calon pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi
pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan
jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit
Pemerintah/puskesmas dan video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan
aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
Yang termasuk ke dalam formasi penyandang disabilitas, yaitu :
Tenaga Kesehatan
1. Administrator Kesehatan Ahli Pertama (Nomor urut 2 dalam Lampiran
Formasi)
2. Perekam Medis Terampil (Nomor urut 151 dalam Lampiran Formasi)
Tenaga Teknis
1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama (Nomor urut 12 dalam
Lampiran Formasi)
2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Nomor urut 29 dalam Lampiran
Formasi)
3. Penata Perizinan Ahli Pertama (Nomor urut 32 dalam Lampiran Formasi)
4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (Nomor
urut 39 dalam Lampiran Formasi)
5. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama (Nomor urut 42 dalam
Lampiran Formasi)
6. Perencana Ahli Pertama (Nomor urut 49 dalam Lampiran Formasi)
7. Petugas Operasi dan Pemeliharaan (Nomor urut 72 dalam Lampiran Formasi)
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B. Formasi Umum
Merupakan pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana pelamar pada
huruf A diatas.
C. Formasi yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar di formasi umum yang telah

ditentukan selain formasi khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan :

1. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;

2. Pada saat melamar di SSCASN, penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa
yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;

3. Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas
yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dalam surat keterangan
tercantum bahwa yang bersangkutan layak dan mampu untuk melaksanakan
tugas/pekerjaan sesuai jabatan yang dilamar;

4. Wajib mengirimkan link video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan
aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

5. Tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi bagi penyandang disabilitas sama dengan
pelaksanaan seleksi mendaftar pada formasi umum.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN
A. Pendaftaran
1. Daftar Akun
a. Pelamar mengakses Portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id;
b. Buat akun SSCASN;
c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat;
d. Lengkapi Biodata dan Unggah Swafoto;
2. Daftar Formasi
a. Pilih jenis seleksi;
Pilih formasi;
Unggah dokumen sesuai persyaratan;
Cek resume dan akhiri pendaftaran;
e. Cetak kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.
B. Dokumen yang diunggah

Setiap pelamar wajib mengunggah/mengupload dokumen yang dipersyaratkan antara

lain :

1. Scan Asli Surat lamaran diketik menggunakan huruf kapital yang telah
ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- yang ditujukan kepada Bupati
Tana Toraja (format terlampir);

2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Eletronik atau Asli Surat Keterangan
Perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Scan Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-
meterai Rp 10.000,- (format terlampir);

4. Scan Asli Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi dan Tidak Akan Mengajukan
Pindah Tugas yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,-
(format terlampir). Surat pernyataan ini digabung dan diunggah bersama dengan
Surat Lamaran;
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5. Scan Asli Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi dan tidak akan mengajukan
pindah ke Unit Kerja Lain yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp
10.000,- (format terlampir). Surat pernyataan ini digabung dan diunggah bersama
dengan Surat Lamaran;

6. Scan Asli Surat Pernyataan Tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah
minimal 10 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah
ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- (format terlampir). Surat
pernyataan ini digabung dan diunggah bersama dengan Surat Lamaran;

7. Scan Asli ljazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam
formasi jabatan yang dilamar;

8. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT
dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau
program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal
kelulusan yang tertulis pada ijazah kecuali SMA sederajat;

9. Scan Asli Transkrip Nilai;

10. Scan Asli SIM bagi jabatan yang mempersyaratkan;

11. Pasfoto terbaru (menggunakan kemeja putih dan bagi yang berhijab
menggunakan jilbab warna hitam) dengan latar belakang warna merah ukuran
4x6 cm;

12. Bagi Pelamar dengan kriteria Disabilitas, ditambah dengan Surat Keterangan
Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat
kedisabilitasannya;

13. Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan, ditambah dengan Surat Tanda Registrasi (STR)
asli yang masih berlaku;

14. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam portal SSCASN.

V. PELAKSANAAN SELEKSI
A. Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
a. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan
kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar
menggunakan Computer Assisted Tes (CAT), meliputi Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 pada
seleksi Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan
saat pendaftaran seleksi tahun 2023;
2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada
seleksi tahun anggaran 2023;
3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun
anggaran 2024;
4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun
anggaran 2024
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6)

Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis
penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan

Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023
adalah pelamar yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN. Pelamar
dapat mengunduh sertifikat SKD CAT BKN tersebut melalui
https://sertificat.okn.go.id. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai
SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai
seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024. SKD
dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi
bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan
kebutuhan Jabatan.

B. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 berdasarkan Surat Badan Kepegawaian
Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut :

No. Kegiatan Jadwal
1 | Pengumuman Seleksi 19 Agustus s.d. 2 September 2024
2 | Pendaftaran Seleksi 20 Agustus s.d. 6 September 2024
3 | Seleksi Administrasi 20 Agustus s.d. 13 September 2024
4 | Pengumuman  Hasil  Seleksi | 14 s.d. 17 September 2024
Administrasi
5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai | 18 s.d. 28 September 2024
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh
Peserta Seleksi
6 | Masa Sanggah 18 s.d. 20 September 2024
7 | Jawab Sanggah 18 s.d. 22 September 2024
8 | Pengumuman Pasca Masa | 21 s.d. 27 September 2024
Sanggah
9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024
10 | Penjadwalan SKD CPNS 2 s.d. 8 Oktober 2024
Pengumuman  Daftar  Peserta,
11 Wagtu, dan Tempat SKD CPNS | 9 5 15 Oktober 2024
12 | Pelaksanaan SKD CPNS 16 Oktober s.d. 14 November 2024
13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS 23 Oktober s.d. 16 November 2024
14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS 17 s.d. 19 November 2024
15 Pelaksanaan SKB CPNS  Non- 20 November s.d 17 Desember 2024
CAT
Pemetaan Titik Lokasi Seleksi
16 Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 20 s.d. 22 November 2024
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VI.

dengan CAT

Pemilihan Titik Lokasi SKB
17 | CPNS dengan CAT oleh Peserta | 23 s.d. 25 November 2024
Seleksi

18 | Penarikan data final SKB CPNS 26 s.d. 28 November 2024

Penjadwalan SKB CPNS dengan

19 CAT

29 November s.d. 3 Desember 2024

Pengumuman Daftar Peserta,
20 | Waktu, dan Tempat SKB CPNS | 4 s.d. 8 Desember 2024

dengan CAT

21 | Pelaksanaan SKB CPNS 9 5.d. 20 Desember 2024

gp | Integrasi Nilai SKD dan SKB |\ 5o o mber 2024 s.d. 4 Januari 2025
CPNS

23 | Pengumuman Hasil CPNS 5s.d 12 Januari 2025

24 | Masa Sanggah 13 s.d. 15 Januari 2025

25 | Jawab Sanggah 13 s.d. 19 Januari 2025

26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025

27 | Pengumuman Pasca Sanggah 16 s.d. 22 Januari 2025

28 | Pengisian DRH NIP CPNS 23 Januari s.d. 21 Februari 2025

29 | Usul Penetapan NIP CPNS 22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Jadwal dapat berubah sesuai dengan petunjuk Panselnas

KETENTUAN LAIN

1.
2.

Setiap pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti;
Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diupload pada
laman https://sscasn.bkn.go.id;

Pelamar diharapkan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diunggah/diapload dapat
terbaca dengan baik (menggunakan mesin scanner), kesalahan dalam mengunggah
dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;

Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi
administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil
seleksi administrasi dan kemudian menunggu hasil verifikasi kembali kesesuaian
persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan
keputusan sanggah;

Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran,
pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus akhir seleksi dan sudah mendapat
persetujuan NIP (Nomor Induk Pegawai) kemudian mengundurkan diri, kepada yang
bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
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10.

11.

12.

13.

14.

Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta kesalahan
mengunggah dokumen menjadi tanggung jawab peserta;

Jika terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Pengumuman ini, maka akan mengacu
pada ketentuan yang berlaku;

Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak
dipungut biaya apapun (GRATIS);

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tidak bertanggung jawab atas
pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim
Pelaksana Pengadaan CPNS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, sehingga peserta
diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil 2024;

Seluruh keputusan Tim Pelaksanaan Pengadaan CPNS adalah mutlak dan tidak
dapat diganggu gugat;

Informasi lainnya berkaitan dengan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2024 disampaikan melalui https:/bkpsdm.tanatorajakab.go.id/ dan
https://tanatorajakab.go.id/ serta media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Tana Toraja :

a. Facebook : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab. Tana Toraja
b. . Instagram : bkpsdm_tanatoraja

c. WhatsApp : 0853 5897 7077

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.




MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024

'~ TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat
pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu
menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;
bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu
menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran

2024;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023- tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Téhun 2023 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Instansi Pemerintah; |

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024
tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan

Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024
tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara

Nasional Tahun Anggaran 2024.

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02 /2024
tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan Nomor
PT.01.03/F/570/2024  tentang Persyaratan
Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi
dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil

Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN
2024. |

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi
Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan
Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah
merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor
PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi
Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional
Kesehatan Tahun 2024.



KETIGA

KEEMPAT

- KELIMA

KEENAM

Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi
teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-
masing Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA EFORMASI BIROKRASI
REPUBLK IND SIA,
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LAMPIRAN CCCXCIII

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO JABATAN ALOKASI UNIT PENEMPATAN
e o CPNS
A. | TENAGA KESEHATAN 255
1. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS REMBON
2. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 2 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE
3. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS LEKKE
4. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANTEALANG
5. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDODEWATA
6. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS TAMPO
7. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDORAN
8. APOTEKER AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KURRA
9. APOTEKER AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS SANDABILIK
10. APOTEKER AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS TAMPO
11. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS REMBON
12. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 2 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG
MEDIK
13. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MADANDAN
14. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUAKAYU
15. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RATTE
16. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANTETAYO
17. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS TUMBANGDATU
18. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BITTUANG
19. ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE
20. DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI PELAYANAN MEDIK
21. DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
PATOLOGI ANATOMI LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI PELAYANAN MEDIK
22. DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
PENYAKIT DALAM LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI PELAYANAN MEDIK
23. DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
UROLOGI LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI PELAYANAN MEDIK
24. DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS TAMPO
25 DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS GETENGAN
26. DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANTETAYO
Lul
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ALOKASI UNIT PENEMPATAN
DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS SANDABILIK
28. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDORAN
29. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MADANDAN
30. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUAKAYU
31. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 3 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI PELAYANAN MEDIK
32. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS LEKKE
33. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE
34. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDODEWATA
35. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS REMBON
36. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BATUSURA
37. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BITTUANG
38. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 2 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
: PUSKESMAS RATTE
39. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANTEALANG
40. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANO
41. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS BITTUANG
42. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS BUNTU
43. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS RANO
44. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS RATTE
45. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS MADANDAN
46. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS TAMPO
47. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS REMBON
48. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
(UMUM) PUSKESMAS KONDODEWATA
49. | ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
50. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE
51. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS REMBON
52. |EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BATUSURA
53. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANTETAYO
54. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS TAMPO
55. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS LEKKE
56. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RATTE
57. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS GETENGAN
58. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDORAN
59. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
60. |EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
61. EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BITTUANG
62. | FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG
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NO JABATAN ALOKASI UNIT PENEMPATAN
CPNS
MEDIK
63. FISIOTERAPIS TERAMPIL 2 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON
MEDIK
64. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG
MEDIK
65. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS ULUSALU
66. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE UTARA
67. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS TAMPO
68. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE
69. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDORAN
70. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUNTULIMBONG
T1. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS LEKKE
72. NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANO
73. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BATUSURA
74. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUNTU
75. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BITTUANG
76. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUAKAYU
77. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MADANDAN
78. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG
MEDIK
79. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RATTE
80. NUTRISIONIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS KONDODEWATA
81. OKUPASI TERAPIS TERAMPIL 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG
MEDIK
82. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PERTAMA PUSKESMAS GETENGAN
83. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PERTAMA PUSKESMAS RANTETAYO
84. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PERTAMA PUSKESMAS SANDABILIK
85. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PERTAMA PUSKESMAS MAKALE
86. PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA 2 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI KEPERAWATAN
87. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS MAKALE UTARA | PUSTU SARIRA
88. PERAWAT AHLI PERTAMA 2 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS SANDABILIK
89. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BATUSURA
90. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RANTEALANG
91. PERAWAT AHLI PERTAMA 9 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD
LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN |
SEKSI KEPERAWATAN
92. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS LEKKE
93. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS RATTE
94. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUNTU | PUSTU GANDANGBATU
95. PERAWAT AHLI PERTAMA 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT
PUSKESMAS BUNTU | PUSTU PERINDINGAN
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